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Mengingat

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan manajemen
kepegawaian yang akuntabel, maka pengisian jabatan
pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton perlu
diseragamkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);




10.

11.

1:2:

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 116);

Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 109j;

Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 110);

Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 111);

Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

Peraturan Bupati Buton Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
E13);




15. Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22:

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 68
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buton (Berita daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 160j;

Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 115),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 205);

Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

Peraturan Bupati Buton Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buton. (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 118);

Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 119);

Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 120);

Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 121);

Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 123);




: D

23.

24.

25.

26.

2l

28.

29.

30.

Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Buton Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 159);

Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 125);

Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2016 Nomor 126);

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 127);

Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 129),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 161});

Peraturan Bupati Buton Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 130);

Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2016 Nomor 131);

Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buton {Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2016 Nomor 162);




Menetapkan

39. Peraturan Bupati Buton Nomor 50 Tahun 2016 tentang

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
142);

Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 143), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 223);

Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2018 Nomor 206);

Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun
2018 Nomor 209);

Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 227);

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton (Berita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

o

10.

El.

12.

13.

14,

Daerah adalah Kabupaten Buton.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat
OPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja di instansi
pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah Calon Pegawai Negegri Sipil yang belum diangkat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk
menduduki jabatan pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pajabat
Pembina  kepegawaian untuk  menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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BAB II
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nomenklatur
Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas jabatan,
kualifikasi pendidikan, dan kompetensi sesuai kebutuhan
organisasi.

Penetapan Jabatan Pelaksana berdasarkan tugas jabatan,
kualifikasi pendidikan, dan kopetensi sesuai kebutuhan
oerganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IlI
FORMASI JABATAN

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 digunakan untuk menentukan formasi
jabatan.

Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar untuk Penerimaan CPNS.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 4

Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat
dalam Jabatan Pelaksana.

Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional,
diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



Pasal 5

(1) CPNS yang sudah diangkat dalam Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat
dipindahtugaskan sebelum diangkat menjadi PNS.

(2) Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilakukan oleh
Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal S Segplember 2019

BUPATI BUTON,
cap/ttd
LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal § Sgpfember 2019

SEKRHEYARIS DAERAH,

tp. 19620708 198903 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR .2£2....




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 24 TAHUN 20\9

TANGGAL : € September - 2019

TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

No.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT
KERJA

1

NO

NAMA JABATAN

2

e

4

I. SEKRETARIAT DAERAH

1

BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM

Pengelola Rencana Pemerintahan Umum

Pengadministrasi Pemerintahan

Analis Batas Wilayah

rlw|n]|~

Pengolah Data

Penyuluh pemberdayaan masyarakat desa atau
kelurahan

Pengelola Perangkat Kecamatan

Pengelolah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAGIAN HUKUM

Pengelolah Bantuan Hukum

Pengolah Data Perkara dan Putusan

Pengelola Peraturan Perundang-undangan

Analis Produk Hukum

Pengelola Dokumentasi Hukum

Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum

NI ||| W=

Pengadministrasi Hukum

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyusun bahan pemberian bantuan teknis

Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah

w

Pengevaluasi hasil kegiatan Bantuan sosial masyarakat

Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelola Urusan Agama

Penyuluh Kepemudaan

Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga

Analis Kesejahteraan Keluarga

Ol (NSO |0 |+

Pengelola Pelayanan kesehatan

BAGIAN PEMBANGUNAN

Pengolah Data Pelaksanaan Program dan Anggaran

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pengadministrasi Perencanaan dan program

Pengelolah Databasc

Penelaah laik fungsi prasarana fisik

S|l |lWIN |-

Pengelola pengendalian monev pembangunan

Pengadministrasi sistem informasi pengendalian
pembangunan

Analis Monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA

Pengelola Kelayakan SDA

Penelaah data SDA

Pengelola pelestarian sumbcer daya alam

W N |-

Penyusun rencana Promosi




No.

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT
KERJA

S

NO

NAMA JABATAN

e

7]

Pengelola Data Pengembangan Investasi

Pengadministrasi Umum

N O[O

Pengelola Infomasi Kerjasama

Penelaah perkembangan BUMD

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

et

Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pranata Barang dan Jasa

Penelaah kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelola Unit layanan pengadaan

Analis Advokasi Hukum

NIl | |lw N

Penyusun Bahan Bimbingan Teknis

BAGIAN ORGANISASI & TATALAKSANA

Analis Tata laksana

penyusun norma, standar, prosedur dan Kriteria

Pengelola Pengaduan Publik

Analis Jabatan

Analis Kelembagaan

Pengolah Data Kelembagaan

Pengadministrasi Kepegawaian

N[Ol | |lwW[N ]|~

Pengelola Kepegawaian

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER

Pranata Kearsipan

Pengadministrasi Umum

Pengelola Surat

Ajudan

s+l

Pramu Bhakti

Penata Kendaraan Dinas

~]

Pengelola Instalasi Air dan listrik

Teknisi Pemeliharaan sarana & prasarana

Pengelola Sarana dan Prasarana kantor

10

Pengemudi

11

Pramu Kebersihan

12

Pranata Jamuan

13

penyusun kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan

14

Teknisi Panggung

15

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

16

Penata Liputan

17

Pengelola Perjalanan Dinas

18

Petugas Protokol

19

Analis Humas

BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Penata Laporan keuangan

Pengolah Data Laporan Realisasi anggaran

Pengolah data laporan Keuangan

Bendahara

Verifikator Keuangan

| s WM~

Pengelola Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran
Setda




No.

ORGANISASI PERANGHAT DAERAR / UNIT

NO

NAMA JABATAN

KERJA

4

Pengelola Gaiji

Pengolah Data Anggaran & Perbendaharaan

Pengelola pemanfaatan Barang Milik daerah

10

Penyusun Kebutuhan Barang inventaris

11

Pranata barang & Jasa

II. SEKRETARIAT DPRD

1

BAGIAN UMUM

-

Penvusun Kebutuhan RBarang Inventaris

Pengadministrasi Persuratan

Pengadministrasi Kepegawaian

Bendahara

Analis Perencanaan anggaran

Pengemudi

NIl |s|w N

Penata Laporan Keuangan

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

Analis Humas

Analis Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Petugas Protokol

Bl W N~

Pengelola Perjalanan Dinas

BAGIAN PERSIDANGAN

—

Pengadministiasi risalah

Pengelola Persidangan

Pengadministrasi perpustakaan

+ W |N

Analis peraturan Per-UU-an dan rancangan Peraturan
Per-UU-an

III. INSPEKTORAT DAERAH

Bendahara

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi keuangan

Pengadministrasi kepegawaian

Pengemudi

Penyusun rencana kegiatan dan anggaran

Pengelola pemanfaatan barang milik daerah

Analis pengawasan

I[N || |W]|N |~

Analis Hukum

o
(=

Analis hasil penanganan pelanggaran

et
—

Pengolah data tindak lanjut pemeriksaan

[
o

Pengolah Data Investigasi Internal

IV. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1

SEKRETARIAT

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola pemanfaatan barang milik daerah

Pengadministrasi keuangan

Pengemudi

Bendahara

Pengelola Program dan Kegiatan

R IN|O|U|s|W|IN |-

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran




- M—J
No. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT

KERJA

NO

NAMA JABATAN

7]

—<
2 BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN &
KAAN

[

Penyuluh Kepemudaan

pengelola organisasi politik dan organisasi
kemasvarakatan

Pengolah Data

Sl N

Analis Kepemudaan

3 BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA

[

Pengawas Olah Raga

pengolah data

Analis Keolah Ragaan

4 BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

—

penyuluh olah raga

o

pengolah data

Pelatih Atlet

W

Pengelola Sarana Olah Raga

V. DINAS TRANSMIGRASI

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi Umum

l’

Pengadministrasi Kepegawaian

Bendahara

Penata Laporan Keuangan

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

S|l p|WIN|~

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN
PENCADANGAN AREAL

Pranata Ketransmigrasian

Penyuluh Kawasan Transmigrasi

Penyusun rencana pemanfaatan kawasan

W I -

Pengelola database

BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN &
PENEMPATAN TRANSMIGRASI

Pengawasa Fisik permukiman

Pengelola perumahan dan permukiman

Pengawas ketransmigrasian

BN IVl I o+

Pengelola Ketransmigrasian

4 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Analis kawasan transmigrasi

Pengolah Data

Pengadministrasi sarana dan Prasarana

W IN | -

Pengembang sarana dan prasarana

V1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1 SEKRETARIAT

—

Bendahara

Penyusun Laporan Keuangan

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

pengemudi

N |||l IN

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris




No.
KERJA

ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT

NO

NAMA JABATAN

4

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Pengelola Advokasi konseling dan pembinaan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi

Pengelola Data pengendalian Masvarakat

w

Pengolah data Penyuluhan dan Layanan Informasi

Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga
Berencana

Pengadministrasi Kependudukan

|

Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data
Kependudukan dan Keluarga Berencana

3 BIDANG KELUARGA BERENCANA

Penyusun Sarana Program Keluarga Berencana

Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi

w

Analis Keluarga Berencana

Pemeriksa
Pelayanan Keluarga Berencana

Penyusun Bahan Mekasinsme Operasional Keluarga
Berencana

Analis Pembinaan Keluarga Berencana

Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

o] N | o 9]

Pengelola Pelayanan Dan Pembinaan Kelembagaan
Keluarga Berencana

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

Analis Kesejateraan Keluarga

Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga

Pengelola Layanan Keluarga Berencana,Bina Keluarga
remaja dan Bina Keluarga Lansia

Analis Ketahanan Keluarga

Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat dibidang
Ke t

Analis Kesejateraan Rakyat

VII. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1 SEKRETARIAT

Bendahara

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadminstrasi Kepegawaian

Pengadminstrasi Umum

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Nl A W[~

Pengelola Data

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEARSIPAN

Penyuluh Kearsipan

Pengolah data

3 BIDANG PENGELOLAAN ARSIP

Pranata Restora Arsip

NI

Pranata Reproduksi Arsip

Pranata Kearsipan

4 BIDANG PERPUSTAKAAN

Pengelola Perpustakaan

Pengadministrasi Keperpustakaan

Pengawas Perpustakaan

B WIN |-

Pengelola Bahan Pustaka

Penyusun rencana Kehumasan dan perpustakaan




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT
KERJA

1

NO

NAMA JABATAN

BN

]

VIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 SEKRETARIAT

Pengelola Program dan laporan

Penata Laporan Keuangan

pengolah data

Bendahara

Pengelola Pemanfaatan barang Milik Daerah

Pengadministrasi Umum

Nl |s|w]|n |-~

Pengadministrasi Kepegawaian

2 BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

[ &)

Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah
Desa

Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Pengelola data

G|+ |w

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa

Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Desa

BIDANG PEMBANGUNAN DESA , KAWASAN
PERDESAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan

Analis pembangunan

rengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan

Pengelola Data

Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil

Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

KELEMBAGAAN, SDA ,TTG DAN SOSBUD

BIDANG USAHA EKONOMI DESA,

—

Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG

Pengolah data

Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

(o

(S0 BN VN I N

Analis Kesejahteraan Keluarga

IX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1

SEKRETARIAT

Bendahara

Analisis Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Umum

Pengolah Data

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

N ol bh W] -

Analis Rencana Program dan Kegiatan

2 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Analisis Bencana

N | o

Analisis mitigasi bencana

(&)

Penyuluh Bencana




No. ORGANISASI PERANGKAT DAERAR / UNIT
KE?JA

NO

NAMA JABATAN

H S 4

]

3 BIDANG PENANGANAN DARURAT & LOGISTIK

Analisis Penanggulangan Krisis

Operator Komunikasi SSB

Pengemudi

AW || -~

Penyusun rencana kebutuhan logistik

4 BIDANG REHABILITAS & REKONSTRUKSI

Pengelola Data

Penyusun Rencana Rehabilitasi

Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan
Bencana

X. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi kepegawaian

Pengadministrasi persuratan

Pengadministrasi umum

pengelola pemanfaatan barang milik daerah

Pengelola Surat

Bendahara

Pengelola Bahan Perencanaan

Penyusun Rencana Keuangan

uooo\xoxcn-puto.-

Pengelola daftar gaji

—
(=)

Penyusun rencana pengendalian pelaksanaan anggaran

2 BIDANG ANGGARAN

Pengolah Data perencanaan Anggaran

Pengadministrasi Anggaran

Pengolah data

Analis Pelaksnaan anggaran

Verifikator Anggaran

Pengelola Pembiayaan daerah

Niofon|prlw ||~

Pengolah data pengelolaan pembiayaan

w

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

Verifikator Keuangan

Pengelola database SPM

Pengelola Gaji

P lwWw N |~

Pengadministrasi Keuangan

Pengelola Data sistem informasi perbendaharaan

Pengolah Data Laporan Realisasi anggaran

Pengelola Pelaporan keuangan daerah

pengelola keuangan

Penyusun Pelaporan keuangan

Analis laporan keuangan

Penata Laporan Keuangan




KERJA

e

o, ORGANISASI PERANGRAT DAERAR 7 UNIT

NO

NAMA JABATAN

7 o 7

4

4 BIDANG ASET

—

Pengadministrasi Penerimaan

Pengelola pemanfaatan barang milik daerah

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Pengelola barang inventaris

Pengolah data Kebijakan klasifikasi barang

Slunlslw |

Penata Kendaraan Dinas

XI. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Pemanfaatan Baran g Milik Daerah

Pengadministrasi Keuangan

Analis Perencanaan

Sl |s|wWwINn |~

Bendahara

2 BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Analis Kebakaran

Pengolah Data investigasi Internal

Pengolah bahan rencana penanggulangan bencana

Penyuluh Bencana

Penyuluh SAR

Slunls|lw|N ]|~

Pengelola Bimbingan Masyarakat

3 BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN

Operator Komunikasi

Pengelola Pengendalian dan Operasional

Analis pengaduan masyarakat

Pranata Pemadam Kebakaran

Operator Mesin

Sl s|wINn |-~

Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran

4 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Penyusun kebutuhan sarana prasarana

[

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

&)

Analis Kebijakan Klasifikasi Barang

Pengelola bengkel

Pemelihara Sarana dan Prasarana

(<20 BN¥ B R N

Teknisi Peralatan dan Mesin

XII. DINAS TENAGA KERJA

1 SEKRETARIAT

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Penata Laporan keuangan

(]

Bendahara

Pengelola Pemanfaatan barang Milik daerah

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi kepegawaian

N|olon|e

Pengolah data




ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT

NO NAMA JABATAN
KERJA

(SN
Co

4

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA,
2 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN
INFORMASI PASAR KERJA (TPK)

Analis Bahan Penempatan Tenaga
1 Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja

analisis tenaga kerja

pengolah bahan perencanaan Tenaga Kerja

penyuluh tenaga kerja

Nl |lw|N

Konselor

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Analisis Kerjasama Industri

N | =

Pengolah Data Kelembagaan

analis keselamatan dan lingkungan

Eol V)

analisis kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja

4 UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Pengadministrasi Umum

Pranata Kearsipan

Pengelola surat

Pengelola penataan sarana dan prasarana

&~

Pengelola keuangan

Sl | s W=

pengolah data

XIII. DINAS PERINDUSTRIAN

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Bendahara

pengolah data laporan realisasi anggaran

penata laporan keuangan

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Njiodjlnlbhlwin] -

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik daerah

BIDANG KERJA SAMA, PENGAWASAN NDAN
PROMOSI INVESTASI INDUSTRI

Penyusun Rencaa Kerjasama industri

Pengelola hubungan kerjasama industri

pengawas industri

pengelola penyelesaian hasil pengawasan

pengelola data pameran dan kemitraan

(<38 ROl S RN NS I

penyusun promosi dan kerjasama

BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

Pengelola bimbingan masyarakat

penyusun bahan kerjasama pelatihan

pengelola kelayakan sumber daya alam

pengevaluasi proses bidang lingkungan

penyusun program kreativitas dan inovasi

DN | |W|N |-

teknisi peralatan dan mesin

BIDANG SARANA PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRII

Pengadministrasi Identifikasi Dan Evaluasi Sentra
Pengolahan Produk

o

Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan
Usaha Daerah

Perancang Kemasan Informasi, Standarisasi

Pengadministrasi Perizinan

Pengelola Teknologi informasi Informasi

[N Ko1K N B N

Penelaah Ekonomi Industri




No.

“ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT
KERJA

NO

NAMA JABATAN

e

4

UPTD SENTRA IKM

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi kepegawaian

Pengolah data

Pengelola penataan sarana dan prasarana

UI&OJMHL’(A

Pengelola keuangan

XIV. DINAS PERHUBUNGAN

1

SEKRETARIAT

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengolah data

Pengemudi

Pengadministrasi Umum

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

Penata Laporan Keuangan

Ol (N|[co|ln]|ld|lw ||~

Pengelola pemanfaatan barang milik daerah

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Pengelola Rekayasa Lalu Lintas

Pengelola pengawasan LLAJ

Penyusun Rekayasa lalu Lintas

W |IN |-

Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan

Penyusun Program keselamatan angkutan jalan

Penagih Retribusi

Pengawas angkutan dan terminal

Pengelola sarana angkutan

Pengelola Pengujian Kendaraan

Penyusun rencana pengujian

Pengawas pengujian Kendaraan bermotor

(5}

BIDANG PRASARANA

Analis pelabuhan

pemeriksa terminal

pengelola terminal

Pengelola Retribusi Terminal

(20 = S IS I ST S

Pemeriksa Keselamatan Pelayaran

BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

p—

Penyurvei pemaduan Moda Transportasi

N

Analis rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi
darat

Analis Perizinan

pengawas dan pembina angkutan

G |s W

Pengawas keselamatan angkutan

XV. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

SEKRETARIAT

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Pengadministrasi Kepegawaian

Bendahara

Pengadministrasi Umum

QU s W I |-

Pengelola & Pemanfaatan Barang Milik daerah




o ORGANISASI PERANGEAT DAERAH / UNIT

KERJA

NO

NAMA JABATAN

o

—

2 PENGARUSUTAMAAN GENDER & PP

Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

pengelola penguatan Pengarusutamaan Gender

Penyuluh Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan dan Anak

Pengelola Penguatan dan
Pemberdayaan Lembaga

3 BIDANG DATA & INFORMASI GENDER DAN
ANAK

Pengolah Data

analis penyuluhan dan layanan informasi

analis data dan informasi

4 BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

[

pengelola pertisipasi

Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil
dan Hak Asasi Manusia

Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat

Wl N

Pengadministrasi Pengangkatan dan pengakuan anak

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Analis Perlindungan Perempuan

Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan &
Anak

W

Pengawas perempuan dan Anak

pemeriksa perempuan dan anak

6 UPTD P2TP2A

Pengadministrasi Umum

Pengelola Kepegawaian

Pengawas Perempuan dan Anak

pengolah data

N|H | WIN |-

Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan anak

Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanganan Masalah Sosial

Pengelola Sarana dan Prasarana kantor

I XVI. DINAS KOPERASI DAN UKM

{ x SEKRETARIAT

fary

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengadministrasi Umum

|l |N

Pengemudi

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

N oo

Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran

2 BIDANG KOPERASI

Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro
Dan Menengah.

Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar

Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi

Pengadministrasi Izin Usaha

Analis Bimbingan Usaha

ln|sr|lwWw]N

Penyuluh Koperasi




ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT

No.
- KERJA

NO

NAMA JABATAN

(&)

4

—
BIDANG UKM

Pengelola Data Kreativitas Dan Inovasi

_|Kecil Dan Menengah

Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro,

Pengelola Pengemgariéan_ Inkubasi Bisnis Dan
Workshop

Fasilitator Kewirausahaan

Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha

Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha

Fasilitator Sarana Pemasaran

Fasilitator Promosi

4 BIDANG FASILITAS PEMBIAYAAN DAN
PENGENDALIAN

Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala
Mikro Kecil Dan Menengah

Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil Dan
€

Penyuluh Usaha Mandiri Dan Teknlogi Tepat Guna

Pranata Koperasi

Penelaah Pengem bangan Usaha

¥

Analisis Koperasi

XVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi Perencanaan & Program

Pengadministrasi keuangan

Bendahara

Pengadministrasin . Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Slunlbdlw|Nn]| =

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik daerah

BIDANG PENATAAN AN PENAATAN
2 PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HINDID

—t

Penelaah Dampak lingkungan

Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak
Lingkungan

Analis konsevasi air dan lingkungan hidup

LN

Pengelola Data Laporan & Pengaduan

[¢4]

Pengadministrasian Penanganan Perkara

Analis Hukum

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN
3 BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN
KAPASITAS

Pengadministrasi TPA

Pengawas Lapangan Angkutan Sampah

Analis Industri & Pencegahan

Pengelola Limbah

Analis Kelembagaan

SN |p|WIN|—-

Penyuluh Lingkungan Hidup

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Analis Lingkungan Hidup

Analis Kimia

Penelaah Erosi dan Sedimentasi

Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

NH W[N]~

Analis Reklamasi




) 7 , , ,
ORGANISASI PERANGRAT DAERAR / UNIT | o NAMA JABATAN

¢ KERJA
1 2 g 4
6 teknik penyehatan lingkungan
7 Analis Rehabilitasi & Konservasi Lahan

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

wn

Pengelola laboratorium

teknisi laboratorium

Analis Kimia

LW IN |-

Pranata Pengambilan Sampel

5 UPTD PENGELOLAAN SAMPAI]

—

Pengadministrasi Umum

NS

Pengelola Kepegawaian

Pengolah data

pengawas lapangan angkutan sampah

pengawas lapangan petugas kebersihan jalan, saluran

(10 B

pengawas lapangan petugas kebersihan tempat
pembuangan akhir

XVIII. DINAS PERDAGANGAN

1 SEKRETARIAT

Analis Rencana Program dan Kegiatan

L~

pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

ol |WIN |~

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

DISTRIBUSI PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN

Analis Pasar

Pengelola Distribusi dan Pemasaran

Pengelola Pemasaran

£l W N =

Pengolah data

STABILISASI HARGA, STANDARISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

W

1 Analis Mutu Produk

Penyusun perkembangan harga dan pengkajian pasar

analis sistem mutu dan lingkungan

Penvusun Rencana Uji Terap Teknik Pemasaran

NlH|w| N

pengolah data

XIX. DINAS KEBUDAYAAN

1 SEKRETARIAT

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Umum

Pengemudi

Penysun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Nl |LX|IN|=-=

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

6 Bendahara

7 Penata Laporan Keuangan

BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA,
KEPURBAKALAAN DAN PERMUSEUMAN

Pengelola Data Pemanfaatan Cagar
Budaya dan Koleksi Museum

Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya

Pemelihara Koleksi dan Museum

Pengolah Bahan Koleksi dan Museum




o, ORGANISASI PERANGERAT DAERAH / UNIT
_ KERJA

NO

NAMA JABATAN

3 BIDANG KESEJARAHAN, BINA NILAI BUDAYA DAN
KESENIAN TRADISIONAL

Pengelola Bantuan Kebudayaan

Pengelola Data Nilai Budaya

Pengadministrasi kesenian dan Budaya Daerah

Penyusun Program Pembinaan
Ekspresi Budaya Tradisional

XX. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 SEKRETARIAT

(=

Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

S funlsa|lw|n

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

2 BIDANG PERUMAHAN

Analis Bangunan Dan Pcrumshan

Analis Perumahan

Juru Survei Permukiman Perumahan

Pengelola Data

Pranata Kawasan Konservasi

S Ul | & |W|N |

Pengelola Perumahan Dan Permukiman

3 BIDANG PERMUKIMAN

Pengawas Fisik Permukiman

Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan

Analis Penataan Kawasan

pengawas Tata Pertamanan

Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum

Penyusun Rencana Konservasi Kawasan

N oo s|wng -

Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana Utilitas

XXI. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

1 SEKRETARIAT

Penyusun Program dan Pelaporan

—~

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Umum

Pengelola Surat

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Nl |ln|b|w|no]|~

Pengemudi

2 BIDANG PERIZINAN & NON PERIZINAN

—

Pengelola Bahan Pemberi Ketatalaksanaan Pelayanan
Perizinan

Pengolah Data Pelayanan

Analis Pelayanan

Analis Dokumen Perizinan

Pengelola Dokumen Perizinan

Pengelola Data Administrasi danVerifikasi

Pengadministrasi Perzinan

Analis Standar Biaya

S|V |u|s|wn

Pengolah Data Standar Biaya




B ORGANISASI PEﬁANGKAT DAERAH / UNIT

No. KERJA NO NAMA JABATAN
———— e

.
ﬂc:

e
PENGENDALIAN,PUBLIKASI & PENGADUAN
MASYARAKAT

[y

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Pengadministrasi Data Penyajian Informasi & Publikasi

Pengelola Data

Pengelola Pengendalian Masyarakat

Analis monitoring,evaluasi dan pelaporan

Pengelola Pengaduan Publik

Analis Pengaduan Masyarakat

m\lcﬁm-h(dl\)

Pengelola Data Laporan dan Pengaduan

PENANAMAN MODAL, PROMOSI &
PENGEMBANGAN

—

Penyusun Program Kelembagaan & Kerjasama

Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan &
Kerjasama

Pengolah Data Kelembagaan

Analis Pengembangan Potensi Daerah

Nlslwl N

Penyusun Rencana Investasi

Pengelola Pengembangan Investasi

~

Analis Penanaman Modal

—_—

Penyusun Promosi & Kerjasama

Ol |N|o

Pengelola Kerjasama dan Investasi

XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN

1 SEKRETARIAT

—

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Analis Perencanaan,evaluasi dan Pelaporan

Pengolah data

Bendahara

Pengola barang persediaan

Pengadministrasi kepegawaian

pengaadmnistrasi umum

Pengadministrasi Keuangan

CloIN|a|[u|s|w]n

pengemudi

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN
PANGAN

1 Pengelola Ketersediaan dan kerawanan Pangan

2 Pengelola Ketahanan Pangan

Pengolah data

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

[

Pengawas harga pangan

penyuluh pangan

Pengelola Ketahanan Pangan

W IN

Pengolah data

4 BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

—

Pengelola Pola Pangan Harapan

Analisi Pangan

3 Pengolah data




ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT

No.
- _KERJA i NAMA JABATAN
3 203 3 4

XXIII. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

1

SEKRETARIAT

Pengelola Bahan Perencanaan

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Bendahara

Pengolah Data

Pengadministrasi Kepegawaian

(=200 V20 B OV B

Pengadministrasi Umum

BIDANG PENGELOLAAN OPINI, ASPIRASI DAN
LAYANAN MASYARAKAT

Pengadministrasi Analisis Dan Kemitraan Media

Pengelola Media Cetak

Analis Humas Dan Protokoler

Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi

wn - WIN

Pengelola Dokumentasi

w

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN INFORMASI
PELAYANAN

Analis Sistem Informasi

Petugas Teknologi Informasi

Penata Liputan

Penyusun Berita Dan Pendaoat Umum

Pengelola Pengaduan Publik

| |W|N |~

Pengelola Dokumen Dan Informasi Hukum

BIDANG PERSANDIAN

Operator Sandi Dan Telekomunikasi

Operator Telekomunikasi

Operator Transmisi Sandi

Pengelola Ssistem Dan Jaringan

N|H W IN| e

Pengelola Data

XXIV.

DINAS SOSIAL

SEKRETARIAT

-

—

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Pemanfataan Barang Milik Daerah

Pangadmnistrasi umum

Pengadministrasi Persuratan

Pengemudi

Bendahara

Pengadministrasi Keuangan

Penyusun Laporan Keuangan

S| 0 IVl |m]|w]| N

Pengolah Data

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Analis Penanggulangan Krisis

Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial

Analis Bencana

Analis Militigasi Bencana

Pengelola Data Bantuan Sosial

| |W[ N

Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial




ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT

NO NAMA JABATAN
KERJA
L 3 4
3 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN KEMISKINAN
1 Pengelola Kesejahteraan sosial
| 2 Analis Pelayanan Sosial
3 Analis Program Pemberdayaan Masyaraki_ Dalam |
Penanganan Masalah Sosial
4 Pengelola Bimbingan Masyarakat
S Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
6 Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
- BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
1 Pengelola Pelayana Rehabilitasi Sosial Dan Lansia
2 Pengadministrasi Anak Terlantar
3 Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4 Pengelola Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial
5 Pengelola Bimbingan Sosial
6 Penyuluh Bimbingan /Knseling Bagi Eks Penyandang

Penvyakit Sosial

XXV. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

| ™

SEKRETARIAT

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Pemanfataan Barang Milik Daerah

Pengadministrasi Umum

Pengemudi

Pengadministrasi Keuangan

Bendahara

NI, ]|W | N0 -

Penyusun Program anggaran dan Pelaporan

BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan

Pengelola Sistem Inormasi Kependudukan

Penyusun Proram Kreatifitas Dan Inovasi

W N -

Pengolah Data

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

Analis Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pengolah Data

Pengelola Mutasi Penduduk

Pengolah Data

NP | Q|| =

Pengadministrasi Kependudukan

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pengadministrasi Izin Kawin Dan Izin Cerai

Pengadministrasi Akta Perkawinan,
Perceraian,Pengakuan Dan Pengesahan Anak

Pengadministrasi Pengangkatan Dan Pengakuan Anak

Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian

N

Pengadministrasi Kependudukan

Pengolah Data




e, ORGANISASI PERANGEAT DAERAH / UNIT

KE?JA

NO

NAMA JABATAN

L —

XXVI. DINAS PERTANIAN

1 SEKRETARIAT

[

Bendahara

Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan

Analis Perencanaan,evaluasi dan Pelaporan

Pengadministrasi Keuangan

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Pengelola Barang Perscdiaan

Pengadministrasi Kepegawaian

ooxlasm-p-u&

Pengadministrasi Umum

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pengelola data Statistik

Pengelola dan Kebutuhan Bibit
Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta
Sayuran

Pengelola Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Pengelola Data Pasca Panen

Pengelola Teknologi Hasil Pertanian

Analis Potensi Budidaya Serealia

Nio|la| s

Pengelola Tanaman Pangan & Hortikultura

3 BIDANG PERKEBUNAN

[

Pengawas Mutu Hasil Perkebunan

Pengelola data pasca panen

Pengelola Teknologi Perbenihan

Pengelola Perlindungan Tanaman
dan Pengelolaan Hasil Perkebunan
dan Kehutanan

Penata Dokumen Hasil Produksi

Pengelola Permodalan Usaha perkebunan

4 BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pengawas Pupuk dan Pestisida

N

Pengelola Alat dan Mesin Pertanian

Pengelolah irigasi

Pengawas Pengelolaan Lahan
Pertanian dan Air Irigasi

Analis Pembiayaan Pertanian

Pengolah Data

5 BIDANG PETERNAKAN

Pengawas Sanitasi Usaha
Peternakan, dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Pengawas Mutu Bibit Ternak

Perawat Ternak

Pengelola Kesehatan Ilewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengawas Mutu Bibit Ternak

Pengawas Mutu Pakan dan Produksi

Bibit Ternak Kecil dan Unggas




No.

ORGANISASI PERANGEA XAT DAERAH 7 URIT

KERJ.

B -

NO

NAMA JABATAN

>

4

BIDANG PENY ULUHAN

Analis Metode Penyuluhan

N o

Pengelola Program Penyuluhan

(%)

Penyusun Bahan Materi Penyuluhan

Pengembang Metode Penyuluhan

Analis Materi Penyuluhan

(<0 Y B BN

Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani

XXVII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN

G

1

SEKRETARIAT

—

Pengelola Program Dan Kegiatan

Pengelola Keuangan

Penata Laporan Keuangan

Bendahara

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Oo\zcsmaww

Pengemudi

L™

BIDANG CIPTA KARYA

Pengawas Bangunan dan Gedung

Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan

Teknisi Keciptakaaryaan

Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pemelihara Bangunan

Sl plw N~

Tekhnisi Gedung dan Bangungan

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Analis Pengelolaan Sumber Daya Air

Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pemeriksa Irigasi

Pengelola Pengairan

Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

[ IV BN S BEOVRN O

Pengelola Sumber Daya Air

BIDANG BINA MARGA

bt

Pemeriksa Jalan dan Jembatan

Penelaah Bahan Jalan

Analis Jalan Jembatan

Operator Alat Berat

Pengawas Jalan dan Jembatan

Analis Infrastruktur

Pemeriksa Jalan Dan Jembatan

IN[([o|luls|lw]|n

Pengelola Kelengkapan Jalan

BIDANG JASA KONSTRUKSI

—

Pengelola Jasa Konstruksi

Penelaah Mutu Konstruksi

Operator Alat Berat

W |N

Pengawas Pengoperasian Alat Berat




ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT |

KERJA

NO

NAMA JABATAN

| )

<

]

BIDANG TATA RUANG

Penyusun Rencana Tata Ruang

Analisis Tata Ruang

(%)

Pengelola Tata Ruang

Pengelola Teknis Survei Jaringan
Prasarana dan Pelayanan

Pengawas Tata Ruang

S|

Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang

XXVIII. DINAS KESEHATAN

1

SEKRETARIAT

Pengadminitrasi Kepegawaian

N | -

Pengadministrasi Umum

Pengelola Dokumen Perizinan

Pengadministrasi Perizinan

Penyusun Kebutuhan barang inventaris

Bendahara

Pengelola Gaji

Pengadministrasi Keuangan

Il IN|lao|ln]s|w

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

—
o

Analis perencanaan, evaluasi & pelaporan

BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT

Analis Penyakit Menular

N

Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Pengadministrasi progam Pemberantasan Penyakit
Menular

Pengelola Penyakit Tidak Menular

Pengelola Program Kesehatan Keluarga

Pengelola Program Imunisasi

Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi

W IN|O|n || W

Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi

Puskesmas

BIDANG BINA KESEHATAN DAN
KEFARMASIAN

Pengelola Pelayanan Kesehatan

Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pengeloia Rujukan Kesehatan

W I -

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

9}

Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengelola Pelayanan kesehatan

Pengelola Program dan Laporan

Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan

OC|l® ||

Analis Obat dan Makanan

Pengelola Kefarmasian

BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT

Pengelola Program Kesehatan Keluarga

Pengelola Program dan Laporan

Pengelola Program Gizi

Pengelola Program dan Laporan

Analis Kesehatan Kerja

Lo IS/ B I S BNV BN ST PP

Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan




ORGANISASI PERANG AERAH ; ) '
Sl AL NO NAMA JABATAN

R KERJA
1 R 2 7
7 Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat
8 Penyusun Rencana Promosi

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

N

Pengelola laboratorium

Penyusun Rencana Tata laksana Laboratorium

Pengadministrasi Umum

Pengelola kepegawaian

Nl |WIN |-

pengolah data

6 UPTD GUDANG FARMASI

Pengadministrasi Umum

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Kefarmasian

Pengevaluasi Data Kefarmasian

Pengelola obat dan alat-alat kesehatan

Pengelola Perencanaan dan Pelaporan

Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

IN| || R WD -

Pengolah data

y. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 TATA USAHA

1 Pengelola Penyelanggaran Diklat

Pengadministrasi Kepegawaian

pengelola kepegawaian

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan
Perlengkapan

Pengelola Kearsipan

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengemudi Ambulan

5
6
7 pengadministrasi umum
8
9

Pengadministrasi Keuangan

10 Bendahara

11 Penata Laporan Keuangan
™ |BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN
N 1 Pengadministrasi Umum
2 pengelola keperawatan
3 pramu tamu
4 Pengadministrasi Umum

3 BIDANG PENUNJANG MEDIK

[

Pengadministrasi Obat

N

Pengelola kefarmasian

Penata Rontgen

= W

analis Gizi

4 BIDANG BINA PROGRAM

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pengelola bahan perencanaan

Pengadministrasi Perencanaan Program

pengadministrasi rekam medis dan Informasi

Nl H | W I~

pengolah data




No.

ORGANISASI PERANGRAT DAERAH / UNIT
KERJ.

1

R e

NO

NAMA JABATAN

-~

—

2

XXX. DINAS PENDIDIKAN

1

SEKRETARIAT

Pengadministrasi Kepegawaian

o

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pramu Bakti

W

Pengadministrasi Persuratan

Pengadministrasi Umum

Analis Tugas Pembantuan

Bendahara

Pengadminstrasi Keuangan

Ik |N|o|lw

Pengadminstrasi perencanaan dan program

penyusun rencana kegiatan dan anggaran

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Pengelola Data Mutu Pendidikan

Pengelola Kurikulum

Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini

Pengelola Kelembagaan Pendidikan

Pengelola Peserta Didik

Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Nonformal

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Pengembang Kurikulum

Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah

Pengelola Sarana dan Prasarana
Pendidikan Dasar

Pengelola Kelembagaan Pendidikan

Pengelola Tenaga Teknis TK atau SD

Sln|ls] @ IN]|~

Pengelola Peserta Didik

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelola Peningkatan Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusun Program Peningkatan
Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pengelola data Tenaga Kependidikan

Pengelola Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pengelola Peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan

Pengelola Tenaga Teknis SLTP

SPN SKB

[y

pengembang kurikulum

teknisi sarana dan prasarana pendidikan

S| W

Pengadministrasi umum

911
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1
A

NO

NAMA JABATAN

KERJA
B
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XXXI. DINAS PARIWISATA

1

SEKRETARIAT

—

Pengadministasi Kepegawaian

Analis Jabatan

Pengolah data

analis keuangan

QO |H W |N

bendahara

()

=t Vrmne e
=2 l\(,ua.usmu

Penyusun Kebutuhan barang inventaris

pengelola surat

C=0 v T B

pengadministrasi umum

L

BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI
PARIWISATA

Analis Objek Wisata

Pemandu Wisata

W N

Pengelola Usaha Kepariwisataan

i

Pengadminisirasi izin usaha pariwisata

g

Analis Data Standarisasi

Penyuluh Wisata

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN & SDM PARIWISATA

—

Analis Kelembagaan

Pengolah data

Pengelola Tempat Uji Kompentensi

analis informasi

Analis Kerjasamal.intas Sektor

Sl |s LN

Pengelola Informasi Kerjasama

BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI
PARIWISATA

pengelola sarana wisata

Pengelola usaha kepariwisataan

pengelola promosi dan informasi wisata

penyusun rencana promosi

Nl || |-

Pengelola informasi kepariwisataan

TIITN A NT n"n"-‘l"clh'k ANT TOXTAT YTACOT
A0/ 0N A LaINLAN R A A RS VLV, VST

PELAPORAN PARIWISATA

TYANY
Lroav

analis statistik

Pengolah data

analis Rencana Program dan Kegiatan

HlwWwINn |~

Analis Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
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XXXII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 SEKRETARIAT

[

Analis perencanaan anggaran

Pengadministras: perencanaan dan Program

Pengelola program dan kegiatan

Pengadministrasian Keuangan

Gl |lw N

Bendahara

(4}

Penata laporan keuangan

pengadministrasi umum

O | ® |~

pengadministrasi kepegawaian

o

Pengelnla suraf

11

Penyusun kebutuhan barang inventaris

12

pengemudi

2 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

Pengelola Data Administrasi dan
Bimbingan Pemeriksaan

Penyuluh Keamanan Masyarakat

i 3 BIDANG PENEGAK PERATURAN DAERAH

Pengelola Data Laporan danPengaduan

o)

Panacolols Palaomawnran DaratiyranMNanens
CRUgtalLG Fhanggaran reratur L Q0T

Analis Pemberdayaan Masyarakatdan Kelembagaan

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN

Pengolah data penindakan dan sarana operasi

pengeioia data keamanan dan ketertiban

S BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat

Pengelola Data Laporan danPengaduan

MNMVIII, DINAS ¥ETAUTAN DAN DR

-—— answ

1 SEKRETARIAT

Analis perencanaan anggaran

—~

Pengelola statistik Perikanan

Penvusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

penata laporan keuangan

Pengelola pemanfaatan barang milik daerah

Bendahara

pengadministrasi keuangan

TV o o daat s & S e S e
1 CngalGiniiiisiiasi RCpEgawaiaii

QN |d|lwin ]|~

pengadministrasi umum

—
o

Pengolah Data

it
—

Pengemudi

BIDANG PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP

o

Analis Pengujian Kelaikan Alat Penangkap Ikan

N

Analis Alat Penangkap lkan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan

Analis Rancang Bangun Kapal Perikanan

Analis Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan

Analis Kenelayanan

S| W

Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan




No. NO NAMA JABATAN
. KERJA
i < i i
BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
BUDIDAYA
1 Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha
2 Analis Standardisasi Budidaya
3 Analis Budidaya Perikanan
4 Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan
Sarana Budidaya
5 Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan
5 Penyusun Rencana Kelembagaan
Pasar Hasil Perikanan
4 BIDANG FASILITASI PERIZINAN DAN
PENGELOLAAAN TPI
1 Analis Pendaftaran Kapal Perikanan
2 pengelola perizinan
Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan
3
Pemasaran lkan
4 Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran
Perikanan
5 Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan
4 anaiis iutu Hasil Perikanan
5 BIDANG PENGEMBANGAN DAN
- PENGELOLAAN KAWASAN
1 Analis Budidaya Perikanan
2 penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan
3 Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4 Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
5 Analis Potensi Perbenihan
6 Analis Pemulihan Sumber Daya Ikan
XXXIV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 SEKRETARIAT
1 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
2 pengadministrasi Perencanaan dan Program
3 Pengelola Program dan Kegiatan
4 Pengelola Bahan Perencanaan
o 5 Bendahara
6 pengelola pemanfaatan barang milik daerah
7 Pengelola Kepegawaian
8 Pengadministrasi umum
9 Pengadministrasi keuangan
2 BIDANG EKONOMI DAN SOSBUD
! Penyusuii bahail proses Pengembangain Kelembagaain
dan Ketenagaan
9 pengelola permodalan koperasi dan Usaha kecil, Mikro
dan menengah
3 Pengelola PerIndustrian, Perdagangan dan Badan
Usaha Daerah
Pengelola Budidaya dan
4
Pengembangan Tanaman Pangan
5 Pengelola Pemantauan Sumber Daya
Kela: dan Perikanan
6 Pengelola Ketransmigrasian
¥ Pengelala Informaci Kepariwisataan
8 Pengelola Data Lingkungan Budaya
9 Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia




ORGANISASI FERANGRAT D

KERJ. NAMA JABATAN
I 2 3 2
3 BIDANG SARANA PRASARANA DAN BANGWIL
1 Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan
Lingkungan Hidup
2 Pengelola Tata Ruang
3 Pengelola Perekonomian Pembangunan dan
Lingkungan Hidup
4 Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman
5 Pengelola Rencana Pekerjaan Umum
dan Perumahan
6 Pengelola Perumahan dan Permukiman
. 7 Pengembang Sarana dan Prasarana
8 Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
a analic nenmamhonman infrocteirs b fryre
g analic pengemban gan infrastruktur
4 BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
1 Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksanaan
9 Pengelola Inventarisasi Tabulasi dan statistik Program
Keria
Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
3 :
Pemerintahan Desa
’ 4 Pengelola Program dan Laporan
5 Pengevaluasi Program dan Kinerja
A Doanviretin T amnrnmn Wahiinlram
6 enyusun Laporan Kebijakan
7 Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Fiskal Daerah
Pengelola Data Pembangunan Sistim Informasi
8
Keuangan Daerah
9 Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

XXXV. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1

SEKRETARIAT

Bendahara

Penata Laporan keuangan

pengolah Data

pengadministrasi keuangan

Pengelola Bahan Perencanaan

pengadministrasi kepegawaian

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

pengadministrasi umum

OO N[ |nn|s|w N~

pengemudi

BIDANG PAJAK DAERAH

Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah

Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi

Analis Pendapatan Daerah

Sl N

pengolah Data

()]

Fengelola Penagihan dan Pengawasan

BIDANG PBB DAN BPHTB

Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah

Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi

Analis Pendapatan Daerah

pengolah Data

Pengelola Penagihan dan Pengawasan




ORGANISASI FERANGRAT DAERAL | UNIT
No. NO NAMA JABATAN

- KEEJA
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4 BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
1 Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah
2 pengolah Data
3 Analis Monitoring, kvaluasi dan Pelaporan
4 Pengelola Pendapatan

5 UPTD PENGELOLAH MESS BUTON
1 Pengadministrasi Umum
] | g R . Tz mams man
-~ Llcduiara iwCcal myq.u
3 Bendahara
4 Pramu Kebersihan
5 Petugas keamanan
6 Pengelola Realisasi Laporan

Penerimaan Retribusi Daerah

XXXVI. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1 SEKRETARIAT

—

pengadministrasi umum

pengelola pemanfaatan barang milik daerah

pengadministrasi kepegawaian

Pengadministrasi Persuratan

nlH | |N

pranata kearsipan

peugemudi

bendahara

penata laporan keuangan

O |0 |3

pengadministrasi keuangan

[N
)

analic perencanaan

BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN

1 pengelola formasi dan pengadaan pegawai

Pengelola Kepegawaian

pengolah data

Pengadminitrasi Kepegawaian

Penyusun Rencana Mutasi

analis data dan informasi

Nlo|lv|slw]n

BIDANG PENGEMBANGAN, PROMOSI DAN
PENILAIAN KINERJA APARATUR

1 analis data dan kerjasama diklat

analis informasi pengembangan sumber daya manusia

apalaiul

pengadministrasi tugas belajar dan izin belajar

pranata sistem informasi diklat aparatur

analis pengembangan kompetensi

analis pengembangan karier

pengelola disiplin pegawai

3
4
5
6 DENVIISIIN rencana promosi
7
8
9

pengelola penilaian kinerja pegawai

10 analis hukum

11 pengolah data
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XXXVII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1

SEKRETARIAT

[

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Bendahara

Analis Rencana Program dan Kegiatan

Penata Laporan Keuangan

s | WI|IN

Pengadministrasi Umum

()]

TPoam o e 2o 2 e o od Tnanmiw v snn s s
4 usa\uu.uuau asdi 1 Ci'suialdail

Pengadministrasi Kepegawaian

BIDANG KELITBANGAN SOSTAL, EKONOMI DAN
PEMERINTAHAN

[

Analis Sosial Budaya

Analis Pemberdavaan Masvarakat

Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Analis Perekonomian

Al ||

Analis Keuangan

Pengelola Pembinaan dan Pengembangan
perekonomian

Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan

Analis Pemerintahan Daerah

Analis Peraturan Administrasi

BIDANG KELITBANGAN PEMBANGUNAN, INOVASI
DAN TEKNOLOGI

Penelaah Data Sumber Daya Alam

Analis Lingkungan Hidup

Analis Pengamanan Lingkungan

Analis Pengembangan Wilayah

Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan

Analis Pengembangan Sarana & Prasarana

Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi

Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi

Clo|IN|ocon|L]|lw || -

Analis [Imu Pengetahuan dan Teknologi

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKRETARIAT

[

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengadministrasi Umum

Bendahara

Penata Laporan Keuangan

|| s|WIN

penyusun rencana kegiatan dan anggaran

BIDANG KEWASPADAN NASIONAL

pengolah data

Analisis forum kewaspadaan dini

analis pengawasan orang asing dan lembaga asing

BlW N | =

Penyuluh Penanganan Masalah Sosial

9]

Analisis keamanan

o))

Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat




Pasal 5

(1) CPNS yang sudah diangkat dalam Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat
dipindahtugaskan sebelum diangkat menjadi PNS.

(2) Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilakukan oleh
Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo






